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KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, Dokumen
Penjenjangan dan Penyelarasan Kinerja Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Sumbawa Tahun 2023 disusun berdasarkan pada Peraturan
Menteri Pendavagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja
Instansi Pemerintah dan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor BS Tahun
2021 tentang Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten
Tahun 2021-2026, dengan semangat dan tekad yang kuat untuk
memberikan langkah untuk mengatasi masalah-masalah mendasar yang
terjadi dalam penvelenggaraan pemerintahan.

Dokumen Penjenjangan dan Penyvelarasan Kinerja ini merupakan
instrumen dalam rangka percepatan pelaksanaan akuntabilitas kinerja
instansi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa. Dokumen ini
menjadi pedoman bagi Badan Pendapatan Daerah dalam perencanaan
kinerja tahun 2023,

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarmnya disampaikan kepada
semua pihak vang turut berperan serta memberikan dukungan, bimbingan
dan masukan terhadap |kesempurnaan penyvusunan  dokumen
penjenjangan dan mudah-mudahan dokumen ini dapat menjadi bahan
untuk dijadikan sandaran dalam proses penvusunan perencanaan Kinerja
dalam penvusunan penyelarasan kinerja Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Sumbawa Tahun 2023, Kepada Tim Penyusun yang telah
bekerja keras untuk menyiapkan dokumen ini kami menyampaikan
penghargaan dan terima kasih

Sumbawa Besar, 5 Januan 2023
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BAB1
PENDAHULUAN

Penjenjangan dan Penyelarasan Kinerja Instansi Pemerintah
merupakan isu penting terutama yang terkait dengan keberhasilan
penyelenggaran pemerintahan khususnya di daerah. Beberapa isu strategis
terkait penjenjangan dan penyelarasan kinerja instansi pemerintah, antara
lain:

a. Sebagian Indikator pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tidak
dilaporkan instansi pemerintah terkait;

b. Program/kegiatan belum dapat mengungkit capaian kinerja instansi
pemerintah dan kinerja pembangunan Collaborative Working dan
pengelolaan kinerja yang bersifat lintas sektor tidak terdesain sejak
perencanaan;

c. Capaian kinerja pembangunan instansi pemerintah relatif stagnan,
bahkan turun, namun Nilai Kinerja Individu (SKP) tinggi; dan

d. Ukuran kinerja tingkat instansi pemerintah dan unit kerja masih ada yang

berorientasi pada proses dan output saja.

Sebelum diundangkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2021
tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah, terhadap penyusunan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten
Sumbawa Tahun 2021-2026 yang simultan dengan penyusunan Rencara
Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun
2021-2026, penjenjangan dan penyelarasan kinerja telah menggunakan
metode Cascading dan Alignmeni mengadopsi system pengelolaan kinerja
pada Kementerian Keuangan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan
Menteri keuangan Nomor 467/KMK.01/2014. Cascading atau Penurunan,
yang merupakan proses penjabaran dan penyelarasan Sasaran Strategis (SS),
Indikator Kinerja Utama (IKU), dan/atau target IKU secara vertical dari level
unit/pegawai yang lebih tinggi ke level unit/pegawai yang lebih rendah.




Sementara itu, Penyelarasan Kinerja Instansi Pemerintah sebelumnya
menggunakan metode alignment atau penyelarasan yaitu scbuah proses
penyelarasan 8§, IKU, dan/atau target IKU secara horizontal antar
unit/pegawai vang selevel.

Pengelolaan kinerja vang telah dilakukan oleh Badan Pendapatan
Daerah Kabupaten Sumbawa sebagaimana dimaksud di atas, merupakan
upaya mengefektifkan strategi yang telah ditentukan. Implementasi strategi
akan lebih efektif apabila seluruh unit/pegawai melakukan penyelarasan SS,
IKU dan target dengan strategi organisasi baik secara vertical maupun
horizontal. Pada dasarnya, cascading SS dan IKU harus dilakukan secara
hierarkis sesuai dengan level pengelolaan kinerja di suatu organisasi.
Namun, cascading dapat dilakukan tidak secara hierarkis karena struktur
organisasi. Cascading IKU harus memperhatikan level wewenang dan
tanggung jawab unit/pegawai sehingga IKU tidak selalu di-cascade
(diturunkan) hingga level pelaksana.

Pada perkembangannya, sejalan dengan sejumlah isu yang
disampaikan di atas sebelumnya, Kementerian Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi menerbitkan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia
Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah.
Kebijakan dalam bentuk regulasi tersebut ditetapkan sesuai amanat
Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas
Instansi Pemerintah, yang menyebutkan bahwa Kementerian Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengoordinasikan penyelenggaraan
evaluasi atas implementasi sistem akuntabilitas instansi pemerintah pada
instansi pemerintah. Selanjutnya, dalam pelaksanaan evaluasi atas
implementasi sistemm akuntabilitas instansi pemerintah pada instansi
pemerintah, diperlukan tata cara penilaian atau cara menilai kualitas

perencanaan dan pengukuran kinerja organisasi secara berjenjang.




Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan
Kinerja Instansi Pemerintah mendefinisikan Penjenjangan Kinerja sebagai
suatu proses penjabaran dan penyelarasan sasaran strategis, indikator
kinerja, dan target kinerja organisasi kepada unit organisasi sampai dengan
individu pegawai. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang
telah atau hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan
kuantitas dan kualitas terukur. Indikator Kinerja adalah ukuran
keberhasilan yang akan dicapai dari kinerja program dan kegiatan yang telah
direncanakan. Hasil {outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan
berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.

Objek dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2021 tentang
Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah, adalah seluruh Instansi
Pemerintah, yang mencakup seluruh instansi pemerintah pusat dan instansi
pemerintah Daerah. Penjenjangan Kinerja dalam Peraturan Menteri tersebut
selanjutnya digunakan sebagai pedoman bagi seluruh Instansi Pemerintah
dalam menyusun Penjenjangan Kinerja guna mendukung pencapaian Kinerja
organisasi. Tahapan dari Penjenjangan Kinerja, sebagaimana disebutkan
dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan
Kinerja Instansi Pemerintah, terdiri atas 5 {lima) tahapan, yaitu: menentukan
Hasil (outcome) yang akan dijabarkan dalam penjenjangan Kinerja;
menentukan faktor kunci keberhasilan (critical success factor); menguraikan
faktor kunci keberhasilan (critical success factor) kepada kondisi antara
sampai kondisi paling operasional; merumuskan Indikator Kinerja; dan
menerjemahkan pohon Kinerja ke dalam komponen perencanaan dan Kinerja

jabatan.




Penjenjangan Kinerja dilakukan dengan beberapa tujuan, yaitu: untuk
mampu menyelaraskan kinerja organisasi kepada kinerja unit dan individu
Dengan baik; Memiliki acuan dalam menilai kinerja organisasi, unit kerja,
dan individu; Mampu menetapkan program, kegiatan secara fokus dan tepat;
Mampu menggunakan sumber daya secara efektif dan efisien. Berdasarkan
tujuan tersebut, maka hasil yang diharapkan dari penjenjangan kinerja yang
dilakukan oleh Instansi Pemerintah adalah dapat digunakan untuk:

a. menyelaraskan Kinerja organisasi kepada Kinerja unit dan Kinerja

individu; penilaian Kinerja organisasi, unit kerja, dan individu;

b. penetapan program dan kegiatan secara fokus dan tepat;

penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien;

¢. dan penataan struktur organisasi.




BAB 11
POHON KINERJA DAN MODEL LOGIS

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja
Instansi Pemerintah menyebutkan bahwa Penjenjangan Kinerja berkaitan
erat dengan penyusunan pohon kinerja yang terdiri atas beberapa model
logis. Prinsip yang digunakan dalam penyusunan Pohon Kinerja, antara lain:

EMPIRIS ANTISIPATIF DINAMIS

* [BERDASAREAN KONDIS: /1518 "OTESA o IMENGIEUTERERUSAHAN
TYANG ADA) K

CAPAKAY SECARA SHORT

TERM}

OUT OF THE BOX MATERIALISME

« [LINTUK IAENDAP ; + PENTING, BOBOT TINGG-,
81K DAN TID . STRATEGS)
MEMPERTAHANKAN KOND!SI
ENSISTING)

Model logis atau Logic Model mutlak diperlukan dalam penyusunan pohon
kinerja, karena model logis tersebut akan membantu instansi pemerintah
dalam menjenjangkan kinerja organisasi sehingga akan mendapatkan kinerja
yang lebih operasional hingga mendapatkan proses/aktivitas yang tepat dan
berdampak bagi kinerja organisasi. Model Logis yang rekomendasikan,

sebagaimana pada gambar di bawah ini:
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Memperhatikan Keputusan Menteri keuangan Nomor 467/KMK.01/2014
tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan,
Cascading pada pejabat fungsional pada lingkungan Badan Pendapatan
Daerah kabupaten Sumbawa dilakukan dengan metode sebagaimana pada

gambar berikut:
e | . Al
i . s l :
B 1 _ | "
i b Thees Y
] aw | Fhv s el
I i : bkt Faaelinny 1]
! | St
' i bl Eselon I\
| : B ——
B Five®®® 'r K- Five ™ l K- g™ =y 1":‘l'1.lr..l
' I el
; i

L il :.I:l._;;llrl K mivithiu ki Ui miirg Jam Kememkau- ey o ity aeliie ankar Kemenkag-fiy -1[‘1-'-|"Jid l'l'hl-lFHﬁ

f ke hareitken=fior ipejabal Vsl epada pejattal fungsional Gainny s

| tungsaonal). Misalnvissotding ;ﬁiiutnyi pada Tim Pemertksa of KPP, casaing
+ bt Repda BOR b wisdy arew aras i Sappers isor ke Retus Tim dan kemidian ke
PO . panda BDK | Angota Tim

Kemithru=hs |r~|'|.|.|l.1'
tungsional). Misalavaz wonimg
laari Barprala st o BRE ke

*** :Pejabat Fungsional ~ ****: Kandor vertikal
Penjelasan:

1. Pejabat fungsional yang tidak perlu melakukan cascade kepada pejabat
fungsional lainnya, sehingga cascading dapat dilakukan dengan
mekanisme kolom a dan b pada gambar di bawah, dengan ketentuan:

a. Level tanggung jawab pejabat fungsional tidak dapat dibedakan;
b. Tidak ada fungsi supervisi pada pejabat fungsional di level yang
lebih tinggl kepada pejabat fungsional yang lebih rendah.

2. Pejabat fungsional vang melakukan cascade kepada pejabat fungsional
lainnya, sehingga cascading dapat dilakukan dengan mekanisme kolom
c pada gambar di bawah, dengan ketentuan:

a. Level jabatan fungsional dapat disetarakan dengan level jabatan
structural tertentu;




b. Tiap level jabatan fungsional tersebut memiliki kewenangan dan
tanggung jawab secara berjenjang;

c. Terdapat fungsi supervisi secara berjenjang pada pejabat fungsional
di level yang lebih tinggi kepada pejabat fungsional yang lebih
rendah




BAB III
TAHAPAN PENJENJANGAN KINERJA

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja
Instans: Pemerintah menyebutkan bahwa Hirarki Sasaran dalam
Penjenjangan Kinerja tergambar berikut di bawah ini:

A. Hirarki Sasaran Penjenjangan Kinerja

SthEEit * berupa hasil [resuft] yang harus diwujudkan oleh sebuah
organisasl. Biasanya statement-nya menggambarkan perubahan
kondisi suatu masyarakat menjadi lebih balk

Objectives

Tactical » biasanya berupa efektivitas/hasil dari sebuah
g Objectives program.

(0 LE U BUEU o berisi  accomplishment
Objectives suatu kegiatan/aktivitas

B. Tahapan Penjenjangan Kinerja
Berdasarkan hirarki penjenjangan di atas, maka alur atau tahapan dalam

proses penjenjangan kinerja dapat digambarkan sebagai berikut:
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C. Penjelasan Penjenjangan Kinerja

Penjelasan gambar:

1. Menentukan Outcome/Kinerja yang akan dijabarkan;

2. Mengidentifikasi Critical Success Factor (CSF) atau faktor penyebab dan
kondisi yang diperlukan. CSF adalah area atau aspek-aspek kunci dan
kritis yang berpengaruh dalam mewujudkan kinerja. Apabila CSF
tercapai, maka outcome/hasil berpotensi besar untuk tercapai.
Penentuan CSF dilakukan dengan memperhatikan hal-hal berikut:

a. Tetapkan CSF yang menggambarkan isu/permasalahan yang benar
benar terjadi (factual problem);

b. Tetapkan CSF yang juga menggambarkan kebutuhan mencapai
outcome/kinerja di masa yang akan datang (antisipatif);

¢. Tetapkan CSF dengan mempertimbangkan perubahan lingkungan;

d. Identifikasi CSF harus dilakukan secara holistic, tidak tersekat
urusan; dan

e. Pastikan CSF merupakan “sebab” atau “cara” dan kinerja/outcome
adalah “akibat” atau “hasil” nya.

Proses penentuan atau pengidentifikasian CSF memiliki 2 (dua) metode,
yaitu:
Metode 1: Mencari CSF dengan Mencari Faktor Pembentuk
1. ldentifikasi Faktor-Faktor yang berpengaruh terhadap pencapaian
Qutcome, dengan menjawab:
a. Apa saja yang harus ada/diperlukan agar outcome/kinerja tercapai®
b. Bagaimana agar kinerja/outcome terwujud?
¢. Apa kondisi/prasyarat yang harus ada agar outcome terealisasi?
2. Bisa menggunakan perspektif manajemen lainnya dalam mencari

faktor pembentuk, misal: Balanced scorecard, proses bisnis, dil.
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Metode 2: Mencari CSF dengan Mengurai Masalah /Penyebab:

1. Identifikasi faktor-faktor penyebab terjadinya isu/permasalahan
strategis, dan kondisi yang diperlukan untuk mengatasi penyebab
isu/permasalahan

2. Dianjurkan untuk mendapatkan CSF melalui diskusi, brainstorming,

meminta pendapat para ahli, serta mengambil teori-teori yang relevan

Contoh CSF: Tingginya Kemacetan (dengan pendekatan masalah/factor
Penyebab}, contch tabel:

Faktor Penyebab Kandisi Yang Diperiukan
Over Kapasitas Jalan Meningkatnya kapasitas jalan

Pelanggaran oleh pengemudi kendaraan | Menurunnya pelanggaran berialu lintas

Jalan rusak Meningkatnya kualitas permukaan jaian

Parkir sembarangan dan tidak sesuai | Berkurangnya parkir liar

aturan

Tata kota tidak sesuai peruntukan Terciptanya penataan kota yang baik

Contoh CSF PADA OUTCOME MENURUNNYA
KEMACETAN LALU LINTAS

CEF V: CSF v

CS8F)

C5F Iv:

Meminghkatnys

Memngkainya o’
M ushas Permukaan
. Jalan

Kapasdas Jatan

ol Berurangnya Par | 8 Tertiptanya
¥ dbanding kendaraan

SN Penataan Kota ysng
Liar Hak

3. Mengurai Critical Success Factor (CSF) Kepada Kondisi Antara Sampai
Ke Kondisi Operasional “kondisi apa yang diperlukan agar CSF dapat

terwujud?”
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Berdasarkan Peraturan Menteri

Pendavagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2021 tentang

Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah menyebutkan bahwa, maka

bentuk Pohon Kinerja vang disusun berdasarkan CSF adalah seperti pada

gamhbar dibawah:
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D. Prinsip Teknis Penyusunan Penjenjangan Kinerja

Sejumlah Prinsgip-Prinsip Teknis yang harus diperhatikan dalam proses

Penyusunan:

a.

Tidak dihubungkan dulu dengan komponen perencanaan {tidak Dari
Awal Sudah Diberi Nama Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Daerah, Program,
Sasaran, Program, Kegiatan, dan sasaran kegiatany};

Tidak dihubungkan dulu dengan hierarki organisasi (tidak dari awal
sudah diatribusikan untuk jenis/bidang tugas dari instansi pemerintah
tertentu, jenjang jabatan tertentu (Eselon 1, Eselon 2, Eselon 3,

dan/atau eselon 4);

. Tidak dihubungkan dulu dengan eksisting struktur organisasi (tidak

dari awal diarahkan kepada unit kerja yang ada);

Tidak dihubungkan dulu dengan eksisting program/kegiatan (tidak
dari awal diarahkan kepada program/kegiatan yang ada);

Tidak dihubungkan dulu dengan nomenklatur program/kegiatan (tidak
dari awal sudah menggunakan nomenklatur program/kegiatan yang
ditetapkan oleh Sistem/Aplikasi);

Tidak dihubungkan dulu dengan eksisting anggaran (tidak dari awal
sudah dicocokkan dengan anggaran yang tersedia dalam DIPA/DPA).
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E. Pohon Kinerja

Berdasarkan uraian di atas, maka pohon kinerja pada lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten
Sumbawa, sebagai berikut:
1. Pohon Kinerja Sasaran Pertama

14




2. Pohon Kinerja Sasaran Kedua
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BABE IV

MENUANGKAN POHON KINERJA KE KOMPONEN PERENCANAAN DAN

KINERJA JABATAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendavagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2021 tentang

Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah serta memperhatikan Keputusan
Menteri keuangan Nomor 467 /KMK.01/2014 tentang Pengelolaan Kinerja di
Lingkungan Kementerian Keuangan, maka tahapan penuangan pohon

kinerja ke komponen perencanaan dan Kinerja jabatan di lingkungan Badan
Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa dilakukan dengan proses yang
terdiri atas beberapa Langkah, yaitu:
1. Mengklasifikasi Level Kinerja (Strategis, Taktikal, Operasional)
2. Menuangkan Pohon Kinerja ke Komponen Perencanaan dan Kinerja

Tiap Jabatan Kementerian/Lembaga

3. Menuangkan Pohon Kinerja ke Komponen Perencanaan dan Kinerja
Tiap Jabatan Pemerintah Daerah
Tahapan di atas dapat gambarkan dalam skema dibawah ini:
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Berdasarkan skema di atas, maka selanjutnva adalah melakukan klasifikasi
terhadap level kinerja pemerintah Daerah, seperti contoh pada gambar di
bawah ini:
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Berdasarkan klasifikasi terhadap level kinerja pemerintah Daerah, maka
selanjutnya adalah menetapkan kinerja strategis daerah sebagai tujuan Dan
sasaran dalam perencanaan strategis perangkat daerah dan ukuran kinerja
perangkat daerah, seperti contoh pada gambar di bawah ini:

L innllciiogs 1 logatprdasan el iniijniidon oy

1. Menutunmya Level of service 1l K2 [ X3 | Xa | XS
Kematetinn

“ 1. Meningkatnya Level Of Service 13
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»
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Setelah menetapkan kinerja strategis daerah sebagai tujuan dan sasaran
dalam perencanaan strategis pemerintah daerah dan ukuran kinerja kepala
daerah, Langkah selanjutnva adalah menetapkan kinerja taktikal sebagai
sasaran program dan kinerja Eselon Il /pejabat administrator, seperti contoh

pada gambar di bawah ini:

|- Nama Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan
m , lalan (Kepmendagr 50]
TS sasaran Program | Menurunnya Volume Kendaraan
" indikator Program Ratad Jjumlah kendaraan di jam '..:tal_.l_l! e
it B o e

Setelah menetapkan kinerja taktikal sebagai sasaran program dan kinerja
Eselon [ll/pejabat admnistrator, tahap berikutnva adalah menetapkan
kinerja operasional sebagal sasaran kegiatan dan/atau kinerja Eselon
IV/pejabat pengawas/pejabat fungsional, seperti contoh pada gambar di

bawah int:

Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu
Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
{Kepmendagri 50)

Nama Kegatan

4 Sasaran Kegiatan Terlaksananva Rekayasa Lalu Lintas: Ganjil
{ Genap yang Efektif .

indil@tor Kegiatan . % penurunan vol kendaraan di jalur gage |

Target Kegiatan K I

Setelah menetapkan kinerja operasional sebagal sasaran kegiatan dan/atau
kinerja Eselon IV /pejabat pengawas/pejabat fungsional, tahap benkutnya
adalah menetapkan kinerja operasional sebagai sasaran sub kegiatan dan

kinerja jabatan fungsional, seperti contoh pada gambar di bawah ini:
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Mama SubKegiatan

e [Kepmendagri 50)

Sasaran Subkegiatan Terlaksananya Pemasangan Plang Kawasan
Ganjil-Genap [Terlaksananya Penpgadaan,
Pemasangan, Perbalkan dan Pemeliharzan |

Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan |

| |  Rekayasa Lalu Linas] |

Indikator SubKegiatan Jumizh  Plang page Terpasang  [lumiah |

I peErighgkapan |alan dalam rangka manajemen dan

rekayasa lalufintas vang dilaksanakan pemasangan,

_perbaikan, dan pemeliharaan) |
I;l;;{_

M

2 SR £
erAKHLAK Tasget SubKegiatan
A

1 Ll

Berdasarkan standar proses di atas, maka penuangan pohon kinerja ke

komponen perencanaan dan kinerja jabatan di lingkungan Badan

Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026, adalah sebagai

berikut:

A. Klasifikasi Terhadap Level Kinerja Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Sumbawa

Level Kinerja e PO NI e i

Kinerja Strategis P i MENINGEATKAN KINMERRA FENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH :
- DENGAN PENINGKATAN KUALITAS REFORMAS! BIRCIKRASI (K
PERSENTASE PENINGKATAN MILAI REFCRMASI BIRDKRASL)

=rmmaEw

{ ; 3

mn“ja I.Iruianf Sub : Beeningkarnys Hasll Peniadan Aluntabilites Meringk#rga Jumlah Pendapstan E
U | Kmerja Bapendla {IK: Penghkalan witegord Daerah |IEParsantise penlngkalan 1
o 1 predikat hasll evaluml AKIF Batan Percepatan Perdaparan Dadsaf| i
': Daeral) :
Kinerja Taktikal i Disajikan pada Tabel 1 Disajikan pada Tabel 2
. o ]
Kinerjo Operasional __ Disajlkan pada Tabel 1 Diszjikan pada Tabel 2




Tabel 1. Kinerja Strategis dan Kinerja Urusan/ Sub Urusan

Dokunen BMO
Penunjang Urusan
Pemerintahan
Das=rah

Kinerja Hrnsan/ Sub Kinerin Takiikal Hinexje Operasicnal
Urnsan
Meningkatnya 1 | IK: Parsentase Terlakasannya [K: Persentase Terasugunnya g(:l;.lumlah
lumiah Pendapatan ningkatan Kinerja Pendataan, Dokumen ckumen
Daerah P ;;:ndag:atan Daerah Penyslenggamall | pendaftaran dan pendataan, pendataan,
Pengelolaan Penetapan pendafiaran dan pendaftaran dan
OP/SB/WP Pajak penetapan netapan
Pondapatan e OP/SB/WP Pajak | OP/SB/WP Pajak
Daerah daerah daerah
IK: Persentase Tersusunmnya 1K Jumlah
Peninghkatan Dokumen Dokumen
Realisasi Pembinaan, Pembinaan,
Pendapatan Dasrah Pemerikeaan dan Pemeriksaan dan
Penagihan PAD penagihan PAD
IK: Persentase Tersusunnya [K: Jumlah
Capeian Kineria Dokumen Analis Dokumen analis
Pembinaan dan kebijkan kebijakan
Pengawasan Obyek pengelolaan dan pengelolaan dan
Retribusi Daerah, pengawasan obyek | pengaawasan
Pajak Daerah dan Retribusi, pajak Obvel Retribusi
Transfer antar daerab dan daerah, pajak
daerah Ttransfer antar daerah dan
daerah Tranafer antar
Daerah
Meningkatnya 1 | IK: Peningkatan Terlaksananya 1K: Peningkatan ‘Tersedianya TK: Jurnlah
Haszil Penilaian kategori predikat Penyelenggaraan | Nilai AKIP Bapenda Dokumen Laporan Dokumen
Akuntabilitas hasil evaluasi Penurgang Pelaksanaan Perencanasam,
Kinerja Bapenda AKIF Badan Urusan Penyediaan Penganggaran dan
Pendapatan Pemerintahan Layanan Evaluasi Kinerja
Daerah Daerah Perencanaan , Perangkat Daerah
Sumbawa pengganggaran dan | yang disusun.
evaluasi kinerja
peranpkat daersh
Tersusunnya 1K: Jumlah
Dwokumen Laporan Keluaran
Pelaksanaan Pelaksanaan
Penyediaan Administrasi
pelayanan Keuwangan
administrasi Perangkat Daerah
keuangan yang direncanakan
perangkat deerah
Tersusunnya 1K: Jumlah
Bokumen Laporan Dokumen
Pelaksanaan Administrasi
Administrasi Barang Milik
Barang Milik Daerah yang di
Daerah pada Busun
Perangkat Daerah
TTersusunnya [K: Jumlah
Dokumen Laporan Dokumen
Pelaltaamaan Administrasi
Administrasi Kepegawaian
Kepegawaian Perangkat Daerah
Perangkat Daerah yang disusun
‘Tersusunnya |K:Jumlah
Dokumen Laporan DOkumen
Pelaksanaan Adrmninistrasi
Administrasi Umurm Perangkat
Umum Perangkat Daerah yang
Daerah disusun
‘"Terausunnya 1K: Jumlah
Dokumen Laporar DOkumen
Pelaksanaan Jasa Penunjang Urusan
Penunjang Urusan | Pemerintahan
Pemerintahan Daerah yang
Daerah disusun
Tersusunnya IK: Jumlah EMD
Dokumen Laporan Penunjang Urusan
Pelakaanarrn Pemermtahan
Pemeliharaan dan Daerah yang
Panyusunan dipalihara
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Tabel 2. Kinerja Taktikal dan Kinerja Operasional

Kinerjs Operasional Hinerja Sub O donal
Tersusunnya Dokumen iK: Jumiah Dokumen 1 | tersedianya sarana dan Ik: Jumish sarana dan
pendataan, pendaftaran dan pendataan, pendaftaran dan prasarana pengelolaan pajak presarana pengelolaan pajak
penetapan QP/SB /WP Pajak penetapan OP/SB/WP Pajak daerah daerah
dagrah dasrah
2 | “tersedianya data objek pajalk, IKJumiah laporan haail
suhjek pajak dan wajib pajak pendataan dan pendaftaran
daerah objek pajak daerah, subjek
ajak dan wajib pajak daerah
3 | ‘terlaksananya pengolahan, IK: Jumlah laporan hasil
pemeliharann dan pelaporan pengolahan, pemeliharaan dan
basis data pajak daerah pelaporan baszis data pajak
daersh
4 | ‘terpenuhinya jumlah ohjek [K: Jumlah objek pajak yang
pajak yang diaesuaikan disesuaikan ¥JOPnya
NJOPnya
5 | 'tersedianya dokumen ketetapan | IK: Jumlah dokumen ketetapan
pajak daerah pajek daerah
Tersusunnya Dakumen IK: Jumlah Dekumen 1 | Jumlah faporan pelaksanaan IK:terlaksananya
Pembinaan, Pemeriksaan dan Pembinsan, Pemerikaaan dan
naan, nean, penyuluhan dan penyuluhan dan
Penagihan PAD penagthan PAD penyebarluasan kebijakan penyebarluasan
pajak daerah kebijakan pajak daerah
2 | Jumlah layanan dan konsultasi | IK:tersedianya layanan
pajak daerah dan konsultasi pajak
daerah
3 | Jumlah hasil pelaksanzan IK:terlaksananya
penagihan pajak daerah penagihan pajak daerah
4 | jumltah  dokumen  hasi! | IK:terlaksananya
penyelesaian keberatan pajak | penyelesaiaan keberatan
daerah paiak daerah
5 | Jumlah dokumen hasil | IK:terlaksananya
pemeriksaan serta | pemeriksaan serta
pengendalian dan pengewasan | pengendalian dan
pajak daerah pengawasan pajak
daerah
Tersusunnya Dokumen Anslis | 1K: Sumlah Dokumen analis 1 | tersedianya rencana IK:Jumlah Dokumen rencana
kebijakan pengelolaan dan kebijakan pengelolaan dan : s
pengawasan obyek Retribuai, pengaawasan Obyel Retribuai pengelolaan pajak Penge]olaan Pz]ak Daerah
pajak deerah dan Ttransfer daerah, pejak daerah dan daerah
antar daerah Transfer antar Daerah
2 | tersedianya hasil Analisa Pajak | IK:Jumfah dokumen hasil
Daerzeh serta terlaksananya Analisa Pajak Daerah serta
Pengembangan Pajak Dacrah Pengembangan Pajak Daerah
dan kebijakan Pajak daerah dan kebijakan Pajak daerzh
3 f .
terlaksananya Penelitian dan IK:Jumlzh cata pelaporan
P pajak daerah yang telah
Vertfikast Data Pelaporan ditakeutka it ran
Paiak Daerah : ifakukan penelitian dan
ax Lacta verifikasi
4 | Terlaksananya IK:Jumizh l.aporan hasil
pembinaan dan Pembinaan dan Pengawasan
pengawasan pengelolaan | Pengelolzan Retribusi Daerah
retribusi dearah
'Temﬂiaﬂpilﬁ Dokumern gi;:umlah Dolg:men 1 | Tersusunnya dolumen IK:Jumlah Dokumen
Lap-oran aksanaan FLCATHASRTE, R aiEEaran -
Penysdiaan Layanan dan Evaluasi Kinerja perencanaan perangkat Perencanaan Perangkat
Ferencanaan , pengganggaran | Perangkat Daersh yang daerah Daerah
dan evaluasi kinetja perangkat | disuaun.
daerah
2 { Tersediannya Dokumen RKA | [K:Jumiah Dokumen RKA
SKPD dan Laaporan Hasil SKPD dan Laaporan Hasil
Keordinasi Penyusunan Koordinasi Penyusunan
Dokumen Perubahan RKA- Dokumen RKA-SKPD
SKPD
3 | Tersediannya IK:Jumlah Dokumen
DokumenPerubahan RKA Perubahan RKA SKPD dan
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SKPD dan Laaporan Hasil Laaporan Hasil Koordinasi
Koeordinast Penyusonan Penyusunan Dokumen
Dokumen RKA-SKPD Perubahan RKA-SKPD
4 | Tersediannya Dokumen DPA | IK:Jwmlzh Dokumen
SKPD dan Laaporan Hasi Perubahan DPA SKPD dan
Koordinasi Penyusunan Laaporan Hasil Kcordinasi
Dokumen RKA-SKPD Penyusunan Dokumen
Perubahan DPA-SKPD
5 | Tersediannya Dokumen [K:Jumlah Dokumen
Perubshan DPA SKPD dan Perubahan DPA SKPD dan
Laporan Hast! Koordinasi Laaporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Dokumen Penyusunan Dokumen
Perubahan DPA-SKPD Perubahan DPA-SKPD
& | Tersedianya laporan capaian [K:jumlah laporan capatan
kinerja dan iktisar realisasi kinerja dan iktisar realisasi
kinerja SKPD dan Laporan kinerja SKPD dan Laporan
hasil koordinasi penyusunan hastt keordinasi penyusunan
laporan capaian kinerja dan laporan capaian kinerja dan
tkhtisar realisasi capatan tkhtisar realisasi capaian
kinerja SKPD kinerja SKPD
7 | terlaksananya evaluasi IK:jumlah Laporan evaluasi
kinerja perangkat daerah | kinerja perangkat daerah
Ll‘efsl-ua--u;x;ylznk Dokumen Ipiél Jumlah Kelclllar_ﬂ{l ) 1 | tersedianya gaji dan IK:fumlah orang yang
P:g::‘m pem Ke:k‘ang‘“mmne‘ :m‘;‘k“::g::;_ah tunjangna ASN menerima gaji dan tunjangan
administrasi keuangan vang direncanakan ASN
perangkat daerah
2 | rersedianya administrasi IK:Jumlah dokumen hasil
pelaksanaan tugas ASN Penyediaan administrasi
pelaksanaan tugas ASN
3 | terlaksananya IK:Jumlah dokumen
penatausaan dan penatausahaan dan
pengujian /verifikasi pengujtan/verifikasi keuangan
keuangan SKPD SKPD
4 | terlaksananya koordinasi | IK:;jumlah dokumen
dan pelaksanaan koordinasi dan pelaksanaan
akuntansi SKPD zkuntansi SKPD
5 | Tersedianya laporan keuangan | 1K:Jumlah laporan kewangan
akhir tahun SKPD dan akhir tzhun SKPD dan
Laporan hasil keordinasi Laporan hasil koordinasi
penyusunan laporan keuangan | penyusunan laporan
akhir tehun SKPD keuangan akhir cahun SKPD
& | Tersedianyz dokuman bahan | IK:Jumlah dokuman bahan
tanggapan pemeriksaan dan tanggapan pemeriksaan dan
tindak lanjut pemeriksaan tindak lanjut pemeriksaan
7 | tersedianya Laporan Keuangan | IK:Jumlah Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulan/Semesteran | Bulanan/Triwulan/Semesteran
SKPD dan laporan koordinasi | SKPD dan laporan koordinasi
penyusunan laporan Keuangan | penyusunan laporan
Bulanan/Triwulan/Semesteran | Keuangan
SKPD Bulanan/Triwulan/Semesteran
SKI'D
8 | Tersedianya dokumen IK:Jumlah dokumen
pelaporan dan analisis pelaporan dan analisis
prognosis realisasai anggaran prognosis realisasai anggaran
Tersusunnya Dokumen IK: Jumlah Dokumen 1| Jumlah rencana kebutruhan .
Laporan Pelaksanaan Administrasi Barang Milik barang milik daerah SKPD [KTersedianya RKBMD
Adminiatrasi Barang Milik Daerah yang di Susun SKPD
Daerah pada Perangkat Dasrah
2

Jumizh laporan Rekonsiltasi
dan Penyusunan Laporan
Barang Miltk Daerah pad
SKPD

IK:terlaksananya Rekonsiliast
dan Penyusunan Laporan
Barang Milik Daerah pada
SKPD

‘Tersusunnya Dokumen
Laporan Pelaksanaan
Administrasi Kepegawaian

IK: Jumlah Bekumen
Administrasi Kepegawaian
Perangkat Daerah yang

Terlaksananya pendatzan dan
pengelolaan administrasi

1K: Jumiah dokumen
pendataan dan pengelolaan
adminigtrasi Kepegawaian
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Perangkat Daerah

disusun

kepegawaian

‘Tersusunnya Dokumen
Laporan Pelaksanaan
Administrasi Umum Peranghkat
Daerah

IK: Jumiah DOkumen
Administrasi Umum Perangkat
Deaerah yang disusun

Tersediannya komponen
instalasi listrik /
Penerangan Bangunan
Kantor

IK:Jumlah paket komponen
Tnstalasi Listrik / Penevangan
Bangunan Kantor yang
Disediakan

bangunana Lainnya

2 | terlaksananya fasilitasi IK:Jum!ah laporan fasilitas]
kunjungan tamu kunjungan tamu
3 | Terlaksananya 1K:Jumlah Laporan
Penyelenggaraan Rapat Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan Koordinasi dan Konsultasi
Konsultasi SKPD SKPD
4 | Terlaksananya [K:Jumlah Dokumen
penatausahaan arsip penatausahaan arsip dinamis
dinamis pada SKPD pada SKPD
Tersusunnya Dokumen 1K: Jul:nla.h Dokumen 1 | Terlaksananya IK:§ umlah laporan
;:EE’;”MF:{?:‘:::HM Jasa m‘;ﬁﬁg”;‘: cah yang penyediaan jasa surat penyfudiaan jasa surat
Pemerintahan Daerah disusun menyurat menyurat
2 | tersedianya jasa IK:Tumlah laporan
komunikasi sumberdaya | penyediaan jasa komunikasi
air dan listrik yang sumber daya air dan listrik
disediakan yang disediakan
3 | Tersediannya jasa IK;Jumlzh laporan penyedian
peralatan dan jasa Peralatan dan
perlengkapan kantor Perlengkapan Kantor yang
perlatan dan disediakan
perlengkapan kantor
4 | tersedianva Jasa IK:Jumlzh Lzporan
Pelayanan Umum Kantor | Penvediaan |asa Pelayanan
Umum Kantor yang
disediakan
‘E::o:::r;:;m E::::;en 1K:Jumlah BMD Penunjang 1 | Tersedianya Jasa IK:Jumlzh Kendaraan
Pemeltharaan dan Penyusunan ;::;gp’:aﬂ:;;ﬂtahm Daerah Pemel{haram, Biaya ) Perorangan I?una§ at’au
Dokumen BMD Penunjang Pemeliharaan dan Pajak | kendaraan dinas jabatan yang
Uruzan Pemerintahan Daerah Kendaraan Perorangan dipelihara dan dibayarkan
Dinas atau kendaraan pajaknya
dinas jabatan
2 | Tersedianya Jasa IK:Jumlah Kendaraan Dinas
Pemeliharaan, Biayz Operasional atau lapangan
Pemeliharaan, pajak dan yang dipelihara dan
Petizinan Kendaraan Dinas dibayarkan pajak dan
Operasional atau lapangan perizinannya
3 { werlaksananya Pemeliharaan IK:Jumtah saranan dan
/Rehabilitasi saranan dan Prasarana gedung kantaor atau
Prasarana gedung kantor atau | bangunana Lainnya yang

dipelihara / di rehabilitasi

B.Penetapan Kinerja Strategis Daerah (scbagai tujuan dan sasaran dalam

perencanaan strategis dan ukuran kinerja Badan Pendapatan Daerah

Kabupaten Sumbawa)

Tujuan

Indikator Tujuan

Target

Meningkatkan Kinerja Pengelolaan Pendapatan Daerah

dengan peningkatan kualitas Reformasi Birokrasi

Persentase

Peningkatan Nilai RB

80,37%
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Sasaran Strategis | Indikator Sasaran Target {tahun n)
1 | Meningkatnya 1 | Persentase 100% 100% 100% 100% 100%
Jumlah peningkatan
Pendapatan Pendapatan
Daerah Daerah
2 | Meningkatnya 1 | Peningkatan BB(79,96) | A(80,36) | A(80,37) | A(B0,38} | A{80,39)
Hasil Penilaian kategori
Akuntabilitas predikat hasil
Kinerja Bapenda evaluasi AKIP
Badan
Pendapatan
Daerah

C.Penetapan Kinerja Taktikal (sebagai sasaran program dan kinerja Eselon
ll1/ pejabat administrator)

No Nama Program Sasaran Program Indikator Program Target

Program
(n2}

1 | Program Pengelolaan | Meningkatnya Jumlah Persentase 100%

Pendapatan Daerah Pendapatan Daerah peningkatanPendapatan
Daerah

4 | Program Penunjang | Terlaksananya Peningkatan Nilai AKIP 80,37
Urusan Femerintah | Penyelenggaraan Bapenda
Daerah Kab/Kota Penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah
Sumbawa

D.Penetapan Kinerja Operasional (sebagai sasaran kegiatan dan/atau
kinerja Eselon 1V/pejabat pengawas/pejabat fungsional)

No Nama Kegiatan Sasaran Hegiatan Indikator Kegiatan Target

Kegiatan
(n2)

1 | Perencanaan , | Tersedianya Dokumen | Jumlah Dokumen 12
Penganggaran dan | Laporan  Pelaksanaan | Perencanaan, Penganggaran | Dokumen
Evaluasi Kinerja | Penyediaan Layanan | dan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah Perencanaan , | Perangkat Daerah yang

pengganggaran dan | disusun..
evaluasi kineria
perangkat daerah

2 | Administrasi ‘Tersusunnya Dokumen | Jumiah Keluaran 16
Keuangan Laporan  Pelaksanaan | Pelaksanaan Administrasi | Dokumen
Perangkat Daerah Penyediaan pelayanan | Keuangan Perangkat

administrasi keuangan | Daerah yang direncanakan
perangkat daerah

3 | Administrasi Tersusunnya Dokumen | Jumlah Dokumen | 3 Dokumen
Barang Milik | Laporan  Pelaksanaan | Administrasi Barang Milik
Daerah Administrasi Barang | Daerah yang di Susun

Milik Daerah pada
Perangkat Daerah

4 | Administrasi Tersusunnya Dokumen | Jumiah Dokumen | 7 Dokumn
kepegawaian Laporan  Pelaksanaan | Administrasi Kepegawaian
perangkat daerah Administrasi Perangkat Daerah vyang

Kepegawaian Perangkat | disusun
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Daerah
5 | Administrasi Umum | 'Tersusunnya Dokumen | Jumlah DOkumen B2
dan Perangkat | Laporan  Pelaksanaan | Administrasi Umum | Dokumen
Daerah Administrasi Umum ! Perangkat Daerah yang
Perangkat Daerah disusun
6 | Penyedia Jasa | ‘'Tersusunnya Dokumen | Jumlah DOkumen 21
Penunjang Urusan | Laporan  Pelaksanaan | Penunjang Urusan | Dokumen
Pemerintahan Jasa Penunjang Urusan | Pemerintahan Daerah yang
Daerah Pemerintahan Daerah disusun
7 | Pemeliharaan Tersustnnya Dokumen | Jumlah BMD Penunjang 31
Barang Milik | Laporan  Pelaksanaan | Urusan Pemerintzhan | Dokumen
Daerah Penunjang | Pemeliharaan dan | Daerah yang dipelihara
Urusan Penyusunan Dokumen
Pemerintahan BMD Penunjang Urusan
Daerah Pemerintahan Daerah
8 | Kegiatan Tersusunnya Dokumen | Jumiah Dokumen | 6 Bokumen
Pengelolaan pendataan, pendaftaran | pendataan, pendaftaran
Pendapatan Daerah | dan penetapan | dan penetapan OP/SP/WP
QP/SP/WP Pajak | Pajak daerah
Daerah
g Tersusunnya Dokumen | Jumlah Dokumen 100%
Pembinaan, Pernbinaan, Pemeriksaan
Pemeriksaan dan | dan penagihan PAD
Penagihan PAD
10 Tersusunnya Dokumen | Jumlah Dokumen analis 23
Analis kebijakan | kebijakan pengelolaan dan j Dokumen
pengelolaan dan | pengaawasan Obyek
pengawasan obyek | Retribusi  daerah, pajak
Retribusi, pajak daerah | daerah dan Transfer antar
dan Ttransfer antar | Daerah
daerah

E. Penetapan Kinerja Sub Operasional (sebagali sasaran subkegiatan dan
kinerja jabatan fungsional)

No Nama Sub Kegiatan Sasaran Sub Kegiatan Indikator Sub Keglatan Targ
et
Sub
Kegl
atan
{n2)
1 Penyusunan Dolkumen Tersusunnya dokumen Jumlah Dokumen 2
Perencanaan Pel‘angkat perencanaan perangkat daerah Perencanaan Perangkat Dok
Daerah Daerah
2 Tersediannya Nokumen RKA SKPD dan Jumlah Dokumen RKASKPD dan | 1Dg
Koordinasi dan Penyusunan | Laaporan Hastl Koordinast Penyusunan Laaporan Hasit Koordinasi k
Dokumen RKA SKPD Dokumen Perubahan RKA-SKPTY Penyusunan Dokumen RKA-
SKPD
3 | Koordinasi dan Penyusunan Tersedéannya DokumenP{erubatgan RKA }u%nliah Doksmen Perubahan | 1Do
SKPD dan Laaporan Hasil Koordinast RKA 5KPD dan Laaporan Has
Dokumen Perubahian RKA Penyusunan DI:L:umen RKA-SKPD Koordinasi Penyusulr);):n k
SKPD Dokumen Perubahan RKA-SKPD
4 Tersediannya Dokumen DPA SKPD dan Jumlah Dokumen DPASKPDdan | 1Do
Koordinasi dan Penyusunan | Laaporan Hasil Koordinasi Penyusunan Lazporan Hasil Koordinasi k
Dokumen DPA SKPD Dokumen REA-SKPE Penyusunan Dokumen RKA-
SKPD
[ j . Tersediannya Dokumen Perubazhan DPA umlah Dokumen Perubahan DPA 1
Koordinasi dan Penyusunan SKPD dan I{aporan Hasi] Koordinasi -ESKPD dan Laaporan Hasil
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Dokume
1 Perubahan
D
3 SKPD PA Penyusunan Dokum
Koordinasi SKPD en Perubahan DPA-
LOINERS1 da]] pcﬂ Tersedi Koordinasi Peny
I_apﬂmn Capaian Kj}_:lusynan jktr:'s_ Ial’}y-a IEPO[‘an capala -k - Dokumen Perug‘:;uﬂan D
dan Ikhtisar Realisa,s'ﬁ]a ha;isldl:g?é'.mi kinerja SKP% c};ﬁlﬁdm jumizh lapo an DPA-SKPD ok
. . i lna_s' i X Par ¢ H .
Kinerja SKPD capatan kine:jaldl:;enn)’]:ls'-_‘nan [ap(,mnpom“ dan iktisar I‘eali::,gp;a:?n kinerja I
7 E al T Capaian kineria ikhrisar realisasi dan ].Bpomn hasi inega SKPD P
valuasi Kinerj rja SKPD pen i1 koordinasi
Dae erja Perangka enyusunan laporan capa i
3 rah t | terlaksananya cval kincrja dan ikhtisar paian
€V vy — - i A h reali .
Penyediaan Gaji dan perangkat dacrah kinerja Jumlah Lnerjo SRE L -
s tersedi - poran T
Tunjangan ASN ianya gaji dan tunj perangkat datm:va] uasi Rinerfa 31
njangn ap
9 |p eny di a ASN | Jumlah oran
edizan Admimni : Orang yang m ) -
Pelaksanaan Tdm strast terscdtanya admini dan tunjungan ASN 55
10 | Pelaksan ugas ASN ASN ministrasi pelaksanaan tugas | ] org/
aan umla
dan Pengujiagf\?at??sahm terlaksan Penyegii;f‘;z‘en Fasi bin
Keum erlﬁkasi pen, i anya penatauSa pe}ak{ian ministrasi 1
gan SKPD gujian fverifikasi an dan aan tugas AS
11 | Koordinasi dan SKPD si kenangan Jumlah dokumen SN Dok
1 Akuntansi SKP[I)) claksanaan | terlaksanan g:sal;elfgujianjvﬂ?g;j;?usahaan 1
2 | Koordinasi dan P peiﬂksanaag :;3“1;1'1;13.5{ dan Fam] gan SKPD Dok
Laporan Ki enyusunan | Lersedi atansi SKPD umlah dokumen koordi
euan , ianya la pelaks oordinasi d
Tahun SKPD gan ARhir SKPD dan Lapﬁfa’i'}]f::ﬂngan akhir tahun anazn akantansi SKPD ‘m 1
13 | Pengel penyusunan laporan k il koordinasi Jumlah laporan keu Dok
ge olaan dan P — SKPD n keuangan akhkirt tahun SKPD da angan akhir
b enyia i irtzhun | koordi n iz ) 2la
ahan Tanggapan pan | Tersedianya doku oordinasi PEan“Pomn hasil P
Pemeriksaan pemeriksaan da man bahan tanggapan Y cuangan akhir tzh nan laporan
14 pemeri n tindak lanj Juml un SKPD
Koardinasi dan mertkssan . Jomlch dokuran
IlaSi » anpgapa R
Laporan K penylapan tersedianya Lapora tindaklfa:ﬁ:m‘”k?aan dan 1
Bulmameuangan ]Buhmmj—rriwulanjg Keuangan jut pemeriksaan Dok
riw a X emest: umk
an SKPD ulan/Semester Kﬁ;;aﬁogﬁ‘“%i PeﬂYu:umﬁ:nS;.jPD .d;m jBuTa ;’: nﬁﬁowmr; Keuangan
15 Penyu SKPD anan/Triwulan/ Semg,:::—];n SKPD dan [apzr;gj§3mrzlstm 8 lap
sunan pen oordingsi
Analisi Pelapgra_n dan — : Bu YUSLIna{-} IaPOI‘an Keu 731
is Prognoss Reali Tersedianya doku {anan/Triswulan/Semesteren
1 Anggﬂl‘all eahSasi analisis ngnosismm'lf'f[apomn dan SKPD CINESLETAN
6 | Penyusu realisasai anggaran Jumiah dokumen pel:
k nan Perencana analtsis n pelaporan dan
ebutuhan ba . an _]Umlah - an: ppognDSis realisasa i
dacrah rang milik o ncana kebutuhan ggaran D
17 | Rek SKPD aersh SKPD barang milik ok
ekonsiliasi P
Laporan Baran I{'Jus unan Tumich lapora _ ersedianya RKBMD SK 1
D g Milik P poran Relonsiliasi PD
aerah pada SKPD enyusunan Lapora siliasi dan Dok
18 | pendataan dan pada SKPD n Barang Milik Daerah ;&‘riaksanan),a o
. (< s Fi)
administrast ke pengelolaan | Tedaksananya N eunan Laporan Bm-;gan 2 lap
pegawalan admini o Fel:ldataan dan rah pada SKPD
19 PEny o strasi kepegawaian pengelalzan | Jumlzh dok
. faan ko ‘ okumen pend
instalast listrikmponen T _ Eengclo]am a dmi:[:ie;r;t-a“ dan =
b /Peneran: ‘medlannya ke epegawalan S
20 al'.lgu]:l.a]:l kantOr gan listrik / Pene OMpoIen instalasi J DOk
Fasilitasi K Kantor rangan Bangunan umkeh paket kom
asilitasi Kuniun gunan 1istrik / Pener ponen Instafasi
21 | P jungan Tamu | o laksananya fasili Kantor yan ot Bangunan 1
Kenf"elenggaraan Rapat tamu va fasilitasi kunjungan | J g Diseciakan pake
°0rdjn35' a umlzh la — t
i dan . Terl lah laporan fasilicasi
7 SKPD Konsultasi Rﬂpgfi{a;mdf; Penyelenggara kunjungan tam itasi :
rdi i 2 an
Penatausah - SKPD asi dan Konsultas Jumlah Laporan Pen Dok
Dinarnis aan Arsip tasi Rapat Koordinasi d yelenggaraan | 32
paca SKPD Terlaksanany SKPD an Konsuhiasi | ap
;o g- a penata
arsip dinamis PadaaSKL;:sShaﬂn {1‘;;?]32' Dokumen penatausah
p dinamis pada SKPD aan | 36
lap
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23 | Penyediaan jasa Surat Terlaksananya penyediaan jasa Jumlzh laporen penyediaanjasa | 6 lap
Menyurat surat menyurat sural menyurat
24 P : o« | tersedianye jasa kemunikasi Jumlah laporan penyediaan jasa 4lap
Pcnyedlaan]as_a‘ KOD'_IUII'_II_(E.-'SI sumberdaya air dan listrik yang komunikast sumber daya air dan
Sumber Daya Air dan Listrik | goooqooq o~ listrik yang disedizkan
25 ; . Tersediannya jasa peralatan dan Jumlzh laporan penyedian jasa as
genyedlaan jasa Peralaran perlengkapan kantor perlatan dan | Peralatan dan Perlengkapan lap
an Perlengkapan Kantor perlengkapan kantor Kantor yang disediakan
26 ; tersedianya Jasa Pelayanan Umum | Jumlah Laporan Penyediaan Jasz | B lap
Penyedlaran Jasa Pdayanan Kantor Pefayanan Umum Kantor yang
Umum Kantor disedizlcan
27 | Penyediaan Jasa Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Jumlah Kendaraan Perorangan 16
Pemeliharaan, Biaya Biaya Pemeliharaan dan Pajak D;f;s atau kecr;da;l'a:n dicrlm unit
; : Kendaraan Perorangan Dinas atau | jabatan yang dipelihara dan
iefghhamﬁiﬁfgg k kendaraan dinas jabatan dibayarkan pajaknya
endaraan
Dinas Operasional atau
lapangan
28 Penyediaan Jasa Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Jumlah Kendaraan Dinas 30
Pemeliharaan, Biaya Pemelitharaan, pajak dan Perizinan Operasional atau kapangan yang unit
Pemelih ’ dan Perizi Kendaraan Dinas Operasional atau dipelihara dan dibayarkan pajak
Kemg araag. an renzinan | janangan dan perizinannya
enaarazan binas
Operasional atau lapangan
29 | Pemcliharaan /Rehabilitasin | terlaksananya Pemeliharaan /Rehabilitas Jumlah saranan dan Prasarana 1
saranan dan Prasarana saranan dan Prasarana gedung kantor atau | gedung kantor atau bangunana unit
bangunana Lzinnya Lainnya vang dipelihara / di
edung kan
%anung E’; atau rehabilitasi
gunana Lainnya
30 | Penyedisan sarana dan Prasana tersedianya sarana dan prasarana | Jumlah sarana dan prasarana 5
Pengelolaan Pajuk daerah pengelolaan pajak daerah pengelobaan pajak dacrah unit
at tersedianya data objek pajak, Jumlak laporan hasit pendatazn 12
Pendataan dan Pendaftaran Objek | subjek pajak dan wajib pajak dan pendaftaran objek pajak lap
Pajak Daerah daerah daerah, subjek pajak dan wajib
pajak dacrah
32 ) . terlaksananya pengolahan, Jumlah taperan hasil pengolahan, | 2 lap
gngolaharg Pgm[glrha;a :'mkdsze b pemeliharaan dan pelaporan basis pemelthamaan dan pelaporan basis
elaporan Basis Data Paja vah |G pajak daerah data pajak daerah
33 | Penilzian Pajak Bumi dan terpenuhinya jumlah objek pajak Jumizh obiek pajak vang 241,
Bangunan Perdesaan dan yang disesuaikan NJOPnya disesuaikan NjOPnya 353
Perkotaan (PBBP2) serta Bea op
Perolehan Hak atas tanah dan
Bangunan (BPHTB)
34 p Waith Paiak Dacrah tersedianya dokumen ketetapan Jumlah dokumen ketetapan pajak 9
enetapan Wajib Pajak Daera pajak daerah daerah Dok
35 | Penyuluhan dan Jumizh Japoran pelaksanaan penyuluhan terlaksananya penywiuhan | 6 lap
[uasan Kebii dan penyebarluasan kebijakan pajak dacrah | dan penyebarluasan
e ot hyesan Kebijan kebijakan pajak dacrah
a6 Pe]ayanan dan Konsultasi Jumlah layanan dan konsultasi pajak tersedianya layanan dan 121
Pajak daerah daerah konsultasi pajak daerah lay
a7 p than Patak daerah Jumlah hasil pelaksanaan penagihan pajuk | terleksananya penagihan 1
cnagihan rajak dae daerah pajak daerah Dok
38 Penye]esajan Keberatan | Jumlah dokumen hasti penyelesatan | terlaksananya 2
Pajak Daerah keberatan pajak daerah penyelesaiaan keberatan Dok
pajak daerah
39 | Pengendalian, Pemeriksaan | Jumiah dokumen hasil pemeriksaan serta | terlaksananys pemeriksaan | 25
dan Pengawasan DPajak pengendalian  dan  pengawasan pajak | serta pengendalian dan Dok
Daerah daerah pengawasan pajak daerah
40 | Perencanazan Pengelolaan Pajak tersedianya rencana pengelolaan Jumlah Dokumen rencana 2
Daerah pajak daerah Pengelolaan Pajak Daerah Dok
41 | Analisa dan Pengembangan Pajak | tersedianya hasil Analisa Pajak Daerah Jumizh dokumen hasil Analisa 5
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Daerah serta Penyusunan serta terlzksananya Penpembangan Pajak Pzjak Dacrah serta Dok
kebijakan Pajak daerah Daerah dan kebijakan Pajak daerah Pengembangan Pajak Daerah dan
kebijakan Pajak duergh
42 Penelitian dan Verifikasi Data terlaksananya Penelittan dun Verifikast {;’lmla}? c?ata pellaﬁ)gr?alipi}ak 12
Pelaporan Pajek Daerah Duta Pelaporan Pajak Daerzh AGTE1 yang Lelah o1 ) ukan Dok
penelitian dan verifilas:
43 | Pembinaan dan Pengawasan Terlaksananya pembinaan dan Jumlah Laporan hasil Pembinaan | 4 lap

Pengelolaan Retribust Daerah

pengawasan pengelolaan reiribusi
dearah

dan Pengawasan Pengelolazn
Retribusi Daerah
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BAB YV
PENUTUP

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
merupakan pedoman atau rujukan utama dalam pelaksanaan otonomi
daerah. Pelaksanaan otonomi daerah baru dapat dinyatakan baik dan tepat
jika penvelenggara pemerintahan di daerah telah mampu menciptakan suatu
pemerintahan yang bersih, bertanggungjawab, mampu menjawab tuntutan
perubahan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata Kelola
pemerintahan yang baik. Salah satu indikator bahwa suatu tugas dan fungsi
suatu instansi pemerintahan dapat terselenggara dengan baik adalah
tersusunnya Penjenjangan Kinerja, sebagaimana disebutkan dalam
Peraturan Menteri Pendavagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja.

Penjenjangan kinerja yang disajikan merupakan gambaran system
kerja dan hubungan kerja antara level di bawah dengan level di atasnya.
Pilihan nomenklatur program, kegiatan, sub kegiatan yang dilaksanakan
pada Tahun 2023 ini akan mempengaruhi kontribusi indikator beserta target.
Dalam proses penyusunan Penjenjangan Kinerja Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Sumbawa Tahun 2023 ini telah memperhatikan sejumlah
dokumen lainnya seperti Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten
Sumbawa Tahun 2021-2026 dan Renja Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Sumbawa Tahun 2023, Hal tersebut sebagai upaya
mengsinkronisasikan seluruh dokumen.

Kami selalu berikhtiar, untuk senantiasa mengoptimalkan seluruh
sumber daya pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun
2023, untuk memenuhi seluruh target tiap indikator pada tiap jenjang,
sehingga persoalan dan hambatan yang berpotensi dinamis pada Tahun 2023
tetap dapat tertangani. Demikian dokumen penjenjangan Kinerja Badan
Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Sumbawa Tahun 2023 ini kami
susun, teriring harapan semoga kami dapat berkinerja baik sehingga seluruh
target yang direncanakan dapat tercapai untuk berkontribusi dalam
mewujudkan Sumbawa yang gemilang dan berkeadaban. Semoga Allah
Subhaanahuuwaata'nala, Tuhan Yang Maha Kuasa, senantiasa memberikan
petunjuk dan perlindungan bagi kita semua.

Sumbawa Besar, 5 Januari 2023

Bpdapatan Daerah
RALBE -Sumbawa,
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DAFTAR ISi

Lembar Sampul
Kata Pengantar

Bab | Pendahuluan
Bab Il Pohon Kinerja dan Modet Logis
Bab |ll Tahapan Penjenjangan Kinerja
Tahap I: Penentuan Hasil (oufcome)
Tahap II: Penentuan Faktor Kunci Keberhasilan/ Critical Success Factor (CSF)
Tahap lll: Penguraian Kunci Keberhasilan/ Critical Success Factor (CSF)
Tahap IV: Perumusan Indikator Kinerja dan Penyusunan Pohon Kinerja
Tahap V: Penerjemahan Pohon Kinerja ke dalam komponen perencanaan dan Kinerja
Jabatan
a. Mengklasifikasikan Level Kinerja Perangkat Daerah:
strategic objectives (ultimate outcome),
tactical objectives (intermediate outcome), dan
operational objectives (oulpul/ activity accomplishment)
b. Menuangkan Pohon Kinerja ke Komponen Perencanaan dan Kinerja Tiap
Jabatan Perangkat Daerah
Bab V Penutup




KATA PENGANTAR

FPuji syukur ke hadirat Allah subhasnahuy wala'aals, karena atas limpahan rahmat dan
hidayah-Nya, sehingga Dokumen Penjenjangan Kinerja Badan Pendapatan Daarah
Kabupaten Sumbawa ini dapat tersusun sesuai amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Pedoman
Fenyusunan Dokumen Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dokumen penjenjangan kinera ini merupakan rangkaian upaya penyelarasan kinera Badan
Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa yang merupakan isu penting terutama yang terkait
dengan keberhasilan penyelenggaraan fugas-lugas pamaerintahan di daerah dalam sub urugan
Pendapatan terutama terkail berkaitan dengan ukuran ketepatan pemenuhan target kinerja
dalam pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Sumbawa. Secara tidak langsung, dokumen ini akan berkaitan erat dengan seluruh
dokumen perancanaan di dasrah, baik yang tertuang dalam RPJMD, Renstra-PD, RKPD,
maupun Renja-PD. Pencapaian sasaran pembangunan melalui capaian kinerja program,
kegiatan dan sub kegiatan menjadi suatu bentuk akuntabilitas Badan Pendapatan Caerah
Kabupaten Sumbawa atas penggunaan dana publik sesuai dengan kewenangan dalam
penyelenggaraan urusan kewenangan Badan Pendapatan Daerah

Berbagal rencana dan ekspeklasi kinerga dalam dokumen penjenjangan kinerja Badan
Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa dapat terwujud sepenuhnya, sesual dengan
prioritas dan arah kebijakan pembangunan di Kabupaten Sumbawa sebagal ikhtiar dalam
mensukseskan pencapaian visi daerah "Sumbawa Gemilang yang Berkeadaban'. Semoga

Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk, hidayah serta perfindungan bagl kita semua

Surmbawa Besar, 4 Maret 2024

;—-#@maﬂﬂdan Pendapatan Daerah
HaEb,lpatﬂn mhawa
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el %ﬁus.uusr AiN,S.SOS, M.Si
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BABI
PENDAHULUAN

Penjenjangan dan Penyelarasan Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa

menjadi salah satu isu penting terutama yang terkait dengan keberhasilan penyelenggaran

pemerintahan di daerah. Beberapa isu strategis terkait penjenjangan dan penyelarasan kinerja
perangkat daerah secara umum, antara lain:

a. Sebagian Indikator pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tidak dilaporkan
instansi pemerintah terkait;

b. Program/kegiatan belum dapat mengungkit capaian kinerja instansi pemerintah dan kinerja
pembangunan Collaborative Working dan pengelolaan kinerja yang bersifat lintas sektor
tidak terdesain sejak perencanaan;

¢. Capaian kinerja pembangunan instansi pemerintah relatif stagnan, bahkan turun, namun
Nilai Kinerja Individu (SKP) tinggi; dan

d. UKkuran kinerja tingkat instansi pemerintzh dan unit kerja masih ada yang berorientasi pada
proses dan output saja.

Sebelum diundangkannya Peraturan Mentern Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi
Pemerintah, terhadap penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah
Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026, penjenjangan dan penyelarasan kinerja telah
menggunakan metode Cascading dan Alignment mengadopsi sistemn pengelolaan kinerja pada
Kementerian Keuangan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri keuangan Nomor
467/KMK.01/2014. Cascading atau Penurunan, yang merupakan proses penjabaran dan
penyelarasan Sasaran Strategis (SS), Indikator Kinerja Utama (IKU), dan/atau target IKU
secara vertical dari level unit/pegawai yang lebih tinggi ke level unit/pegawai yang lebih rendah.
Sementara itu, Penyelarasan Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa
sebelumnya menggunakan metode alignment atau penyelarasan yaitu sebuah proses
penyelarasan S8, IKU, dan/atau target |IKU secara horizontal antar unit/pegawai yang selevel.

Pengelolaan kinerja yang telah dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten
Sumbawa sebagaimana dimaksud di atas, merupakan upaya mengefektifkan strategi yang
telah ditentukan. Implementasi strategi akan lebih efektif apabila seluruh perangkat daerah
melakukan penyelarasan sasaran strategis, indicator kinerja utama dan target dengan strategi
organisasi baik secara vertical maupun horizontal. Hal tersebut sesuai amanat Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor
88 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah yang mendefinisikan
Penjenjangan Kinerja sebagai suatu proses penjabaran dan penyelarasan sasaran strategis,
indikator kinerja, dan target kinerja organisasi kepada unit organisasi sampai dengan individu
pegawai. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang telah atau hendak dicapai
sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. Indikator

Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kinerja program dan kegiatan yang
3




telah direncanakan. Hasil {outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya
keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.

Penjenjangan Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa ini selanjutnya
digunakan sebagai pedoman bagi seluruh ASN pada unit-unit organisasi Badan Pendapatan
Daerah Kabupaten Sumbawa dalam menyusun Penjenjangan Kinerja guna mendukung
pencapaian Kinerja organisasi. Tahapan dari Penjenjangan Kinerja, sebagaimana disebutkan
dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
indonesia Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah, terdiri
atas 5 (lima) tahapan, yaitu: menentukan Hasil (ouicome) yang akan dijabarkan dalam
penjenjangan Kinerja; menentukan faktor kunci keberhasilan/ critical success factor (CSF),
menguraikan CSF kepada kondisi antara sampai kondisi paling operasional; merumuskan
Indikator Kinerja; dan menerjemahkan pohon Kinerja ke dalam komponen perencanaan dan
Kinerja jabatan.

Dokumen Penjenjangan Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa ini disusun

dengan beberapa tujuan, yaitu: untuk mampu menyelaraskan kinerja organisasi kepada kinerja

unit dan individu Dengan baik; Memiliki acuan dalam menilai kinerja organisasi, unit ketja, dan

individu; Mampu menetapkan program, kegiatan secara fokus dan tepat, Mampu

menggunakan sumber daya secara efektif dan efisien. Berdasarkan tujuan tersebut, maka hasil

yang diharapkan dari penjenjangan kinerja yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah adalah

dapat digunakan untuk;

a. menyelaraskan Kinerja organisasi kepada Kinerja unit dan Kinerja individu; penilaian Kinerja
organisasi, unit kerja, dan individu;

b. penetapan program dan kegiatan secara fokus dan tepat; pengguinaan sumber daya secara
efektif dan efisien; dan

c. penataan struktur organisasi.




BAB I
POHON KINERJA DAN MODEL LOGIS

Pohon Kinerja atau cascading adalah penjabaran kinerja dan indikator kinerja yang tebih
terperingi atau kondisi-kondisi yang mempengaruhinya dengan menggunakan kerangka logis.
Pada dasarnya, cascading sasaran strategis maupun IKU harus dilakukan secara hierarkis
sesuai dengan level pengelolaan kinerja di suatu organisasi, namun, cascading dapal
dilakukan tdak secara hierarkis karena strukiur organisasi. Cascading sasaran strategis
maupun IKU harus memperhatikan level wewenang dan tanggung [awab sehingga sasaran
strategis dan IKU tidak selalu di-cascade (diturunkan) hingga ke level unit kerja. Penyusunan
Pohon Kinerja dilakukan dengan memperhatikan beberapa pringip, yaitu.

Logis {hubungan logika sebab akibat/ jika-maka);

Empiris {berdasarkan kondisi! isu yang aday),

Antisipatif (berdasarkan hipotesa karena bukan untuk dipakai secara short term);
Dinamis (mengikuti perubahan lingkungan),

Whalistic {termasuk crossculfing dengan oulcome antara yang di organisasi lain),
Out of the bex (untuk mendapatkan yang terbaik dan bidak untuk mempertahankan kondisi
eksisting); dan

g. Materialisme (penting, bobot tinggi, strategis)

~pa0ow

Selain prinsip-prinsip di atas, dalam penyusunan pohon kinerja terdapat hierarki sasaran yang
menjadi perhatian atau panduan khususnya dalam menentukan level kinerja, yaitu:

1. Objectives (berupa hasill! mesult yang harus diwujudkan oleh sebuah organisasi yang
biasanya stalermeni-nya menggambarkan perubahan kondisi suatu masyarakal menjadi
lebih baik;

2. Tactical Objectives (biasanya berupa efektivitas/ hasil dari sebuah program). dan

3. Cperational Objectives (bensi accomplishment alau prestasi atas suatu pencapaian atau
penyelesaian suatu kegiatan/ aktivitas).

Terdapat 3 (tiga) model logis sebagai pilihan dalam menjenjangkan kingrja organisasi untuk
mendapatkan kinerja yang lebih operasional hingga mendapalkan proses/ aklivitas yang tepat
dan berdampak bag kinerja organisasi, yaitu: Direct/ Full Cascading, Shanng’ Partial
Cascading, dan Cause-Effect/ Contributing Cascading, dengan skema dalam gambar di bawah
in:

' | i g~
Direct’ Full Cascading Cause-Eflect Contributing Cascading Sharing/ Parial Cascading

Berdasarkan uraian di atas, maka dalam penyusunan pohon kinerja Badan Pendapatan
Daerah Kabupaten Sumbawa mengkombinasikan penggunaan ketiga model logis cascading
di atas sesuai dengan karakter dari indikator kinerja yang ditentukan




BAB IH
TAHAPAN PENJENJANGAN KINERJA

Berdasarkan PermenPANRB Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja instansi

Pemerintah, penjenjangan kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa ini

disusun atas 5 (lima) tahapan, dimana 4 (empat) tahapan awal merupakan bagian dari

penyusunan pohon kinerja ditkuti dengan bagian akhir yaitu penerjemahan pohon Kinerja ke

dalam komponen perencanaan dan Kinerja jabatan. Adapun 5 (lima) tahapan dimaksud

adalah:

1. Penentuan Hasil (outcome) yang akan dijabarkan dalam penjenjangan kinerja, berdasarkan
isu/permasalahan strategis; struktur, organisasi, tugas dan kedudukan, ekspektasi
masyarakat/stakeholder.

2. Penentuan faktor kunci keberhasilan/ critical success factor (CSF), yang merupakan area
atau aspek-aspek kunci dan kritis yang berpengaruh dalam mewujudkan kinerja arganisast.
Apabila CSF tercapai, maka oufcome/ hasil berpotensi besar untuk tercapai. CSF ditentukan
dengan pertimbangan:

a.
b.

c.
. ldentifikasi CSF harus dilakukan secara holistic, tidak tersekat urusan;
. Pastikan CSF merupakan “sebab” atau “cara” dan kinerja/ outcorne adalah “akibat” atau

Tetapkan CSF yang menggambarkan isu/permasalahan yang benar-benar terjadi
(factual problem);

Tetapkan CSF yang juga menggambarkan kebutuhan mencapai outcome/ Kinerja di
masa yang akan datang (antisipatif),

Tetapkan CSF dengan mempertimbangkan perubahan lingkungan;

“hasil’ nya
Terdapat 2 (dua) metode dalam mencari atau mengidentifikasi CSF atau faktor penyebab
dan kondisi yang diperiukan, yaitu:
Metode 1:
a. dengan mencari faktor pembentuk, mengidentifikasi faktor-faktor yang
berpengaruh terhadap pencapaian Ouicome, dengan menjawab:
- Apa saja yang harus ada/diperlukan agar outcome/Kinerja tercapai?
- Bagaimana agar kinerja/outcome terwujud?
- Apa kondisi/ prasyarat yang harus ada agar outcome terealisasi?
b. bisa menggunakan perspektif manajemen lainnya dalam mencari faktor
pembentuk, missal; Balanced scorecard, proses bisnis, dll.
Metode 2.
Mencari CSF dengan mengurai masalah/ penyebab dengan mengidentifikasi
factor-faktor penyebab terjadinya isu/ permasaizhan strategis, dan kondisi yang
diperlukan untuk mengatasi penyebab isu/ permasalahan. Untuk mendapatkan
CSF dapat diperoleh melalui diskusi, brainstorming, meminta pendapat para
ahli, serta mengambil teori-tecri yang relevan.

3. Penguraian CSF kepada kondisi antara sampai kondisi paling operasional
4. Perumusan Indikator Kinerja, dengan prinsip, yaitu:

a.

tidak dihubungkan dulu dengan komponen perencanaan (tidak dari awal sudah diberi
nama visi, misi, tujuan, sasaran, program, sasaran program, kegiatan, dan/atau sasaran
kegiatan)

tidak dihubungkan dulu dengan hierarki organisasi (tidak dari awal sudah diatribusikan
untuk pejabat manajerial)

tidak dihubungkan dulu dengan eksisting struktur organisasi (tidak dari awal diarahkan
kepada unit kerja yang ada)

. tidak dihubungkan dulu dengan eksisting program/kegiatan (tidak dari awal diarahkan

kepada program/kegiatan yang ada)

. tidak dihubungkan dulu dengan nomenklatur program/kegiatan (tidak dari awal sudah

menggunakan nomenklatur program/kegiatan yang ditetapkan oleh sistem/aplikasi
SIPD); dan

tidak dihubungkan dulu dengan eksisting anggaran (tidak dari awal sudah dicocokkan
dengan anggaran yang tersedia daiam DPA.
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5. Penerjemahan pohon Kinerja ke dalam komponen perencanaan dan Kinerja jabatan

Hasil Penjenjangan Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa

Seluruh uraian proses dan hasil dari Penjenjangan Kinerja Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Sumbawa, sebagai berikut:

Tahap | Penentuan Hasil (outcome)

Kategori Uraian Masalah Sasaran Kinerja (Outcome)
Meningkat d tan Asli
Isu Potensi Pendapatan Asli Daerah D:;I:anﬁ fya pencapatan Asl

Strategis Rendah

Meningkatnya Akuntabilitas Kinetja
Bapenda

Tatakelola Pendapatan Daerah Meningkatnya jumlah pendapatan

Mandat dan pelayanan publik belum asli daerah dan pelayanan publik
maksimal yang prima

Harapan Meningkatnya jumiah Subjek dan

Masyarakat | Pendapatan Asli daerah Obyek Pajak Daerah

atau meningkat

Stakehoider

Tahap Il Penentuan Faktor Kunci Keberhasilan/ Critical Success Factor (CSF)

Faktor Kunci Keberhasilan! Critical Success

QOutcome Factor (CSF)
1 | Meningkatnya pendapatan Pembaharuan database pajak secara real time
Asli Daerah

Ekstensifikasi dan intensifikasi pajak dan
retribusi daerah
Optimalisasi System dan Teknologi Informasi

2 | Meningkatnya Akuntahbilitas Kualitas layanan pajak dan retribusi Daerah
Kinerja Bapenda

Kualitas Sumber Daya Manusia

Tahap il Penguraian Faktor Kunci Kebserhasilan/ Critical Success Factor (CSF)

Kunci Keberhasilan! Critical - -
Ne Ouicome Success Factor (CSF) Kondisi yang diperlukan
1 | Meningkatnya pendapatan Pembaharuan database Penatapan target
Asli Daerah pajak secara raal time pendapatan berdasarkan
potensi
Ekstensifikasi dan Pemetaan terhadap potensi
intensifikasi pajak dan pendapatan Pajak Daerah
retribusi daerah ¢dan retribusi daerah
Optimalisasi System dan Pemanfaatan Teknologi
Teknologi Informasi Informasi
Refocusing kebijakan Koerdinasi dengan
ekonomi daerah untuk stakeholder terkait
mendukung sektor
penyumbang PAD
Panguatan sosialisasi Validasi data potensi
secara luas dan kreatif Panerimaan Pendapatan
Asli daerah




2 | Meningkatnya Akuntabilitas Kualitas layanan pajak dan Pengendalian dan
Kineria Bapenda retribusi Daerah pembinaan wajib pajak
Kualitas Sumber Daya Bimbingan teknis
Manusia kompetensi layanan
perpajakan

Tahap 1V Perumusan Indikator Kinerja

Kuncl Keberhasilan/ Critical Success . .
No | Outcome Factor (CSF) Indikator Kinerja

1 | Meningkatnya penclapatan Asli Daerah

Pembaharuan database pajak secara | Jumlah Objek pajak yang sesuai

real time dengan NJOPnya
Ekstensifikasi dan intensifikasi pajak | Jumlah dokumen ketetapan pajak
dan retribusi daerah daerah

Optimalisasi System dan Teknologi Laporan hasil pengelolaan,
Informasi pemeliharaan dan pelaporan basis
data pajak daerah

Refocusing kebijakan ekonomi Hasil analisa, pengembanghan dan
daerah untuk mendukung sektor kebijakan pajak daerah
penyumbang PAD

Penguatan sosialisasi secara luas Pelaksanaan penyuluhan dan
dan kreatif penyebharluasan kebijakan pajak
daerah

2 | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Bapenda

Kualitas layanan pajak dan retribusi “Penerapan Teknologi Informasi dalam

Daerah memberikan pelayanan
Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatnya indeks kepuasan
masyarakat terhadap

penyelenggaraan pelayanan publik

Informasi tentang pelayanan mudah di
akses melalui berbagai media

Berdasarkan uraian 4 (empat) tahapan di atas, maka berikut disajikan pohon kinerja Badan
Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa:
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FOHON KINER.JA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA

Meninmgkatnya Kinerja I-’engelolaan Pondapatan Asli daerah

dengan paningkatan

kualitas Raformasi Birokrasi

Nilai Reformasi Birokrasi
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Bapenda Meningkatnya Jumlah Pendapatan Asli Daerah
Kategari predikat hiasil evaluasi AKIF Baperda Junsh Pendapatan Ask Daarah
Tarfaksananya Analis kebllakan
Terlaksananya Pendataan, Pendaltaran Terlaksananya penyalenggaraan pengelolaan dan pengawasan obyek
Meningkatnya nilal AKIP Bapenda tian Panetapan OP/SP/WP Pajak Daerah pengetolaan Pendapatan Dagrah Retribusi, pajak dasrab dan Thransfer

Persantase Capaian Kinerfa Pendalasn,

antar daerah

Persantase Capalan Kineife Pembingan

Nilai AKIP Bapenda Fendaftaran dan Penetapan OF/SPAWP Pajak Jumieh Reslisasi Pajak daerah dan Pangawasan Cbyek Retribusi Daaral),
Daarat Pajak Dagraft dan Transfer antar daerah.
hJ h v v 4  J L J L
Tersedianya Tersusunnya _Temuunnya 'Tersusunnya Tersusunnya Dokumen pendataan, Tersusunnya Dokumoen Pembinaan, Terstusunnya Dokumen Anatls kebljekan pengelolaan
Dokumen Dokumen Laporan Cokumen Lagoran Dokumen Lapotan pandaftaran dan penetapan OP/SPIWP Parmertksaan dan Penagihan PAD dan pongawasan obyek Retribusi, pajuk dasrah dan
Laporan Pelaksanaan Polaksanaan Falaksanaan Pajak Dacrah Ttranster antar dagrah
Pelaksanaan Penyediaan Administras! Barang Pengelolaan
pelayanan Milik Dasrah patia Relribual Dearah
::"“ﬁ:‘n administrasi Perangkat Dasrah
¥ keuangan peranghkat
Percencanpan , daerah
pengganggaran
dan evaluasi
kinerja
perangkat
daerah
Jurniah Dokumen Jumiah Kol 1 lati Dok lah Laporar Jurnfah Dokumen pendataan, pendaftaran dan | | Jumish Dokumen Pembinaan, P ik saan lah Dokumen analis kebijakan pengeiolaan dan
Perencanaan, Poleksanaen Adiminisirasi Barang | |Pengedolaan Relribusi penatapan OF/SFANP Pajak Dagrah den penagihan FAD pangaawasan Obyek Retnbusi dwerah, pafak daerah dan
Fenganggaran dan Administrasi Milik Daerah yang of Dasrah Transter antar Dasrak
Evaluasf Kinarja Kouvangan Perangkat Susun
Ferangkat Daeral Daerah yahgy
yang disusun, direncanakan




Tersusunnya Tersusunnya ‘TorsUsLNNYa ‘TerpuUSUNTIYA
Dokurmen Laporan Dakumen Laporan Dokumen Lapovan Dokumen Laporan
Pelaksanaan Palaksanaan Palaksanasn Jasa Palaksanaan

Adminlstrasl Administrasi Umum |} Penunjang Urusan Pamellharaan dan
Kepegawalan Perangkat Basrah Pemerintahan Penyusunan
Perangkat Daerah Daerah Dokuman BMD
Penunjang Urusan
Pemerintahan
Caarah
Juimiah Dokumen Jumntah DOkumen Jumfah DORumen Jurntah BMD
Administrasi Administrasi Umum Fenunfang Urusan Penunjeng Lrusan
Kepagawaian Porangkat Daerah | |Pemerintahan Daerah ] |Pernerintahan Daerah
Parangket Daorah yang gisusun vang disusun yang dipefihara
yang disissun




Tahap V Penerjemahan pohon Kinerja ke dalam komponen perencanaan dan Kinerja

jabatan

a. Mengklasifikasikan Level Kinerja Sirafegic objectives (ulfimate outcoms)

Kinerja Strategis PD (Ultimate Outcomae)

Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah

Akuntabilitas Kinerja Bapenda

Tactical objectives (infermediate outcome)

Kiner]a Taktikal {Intermediate
Outcome)

Terlaksananya Pendataan,
Pendaftaran dan Penetapan
OP/SPANP Pajak Daerah

Terlaksananya penyelenggaraan
pengelolaan Pendapatan Daerah

Terlaksananya Analis kebijakan
pengelolaan dan pengawasan obyek
Retribusi, pajak daerah dan Ttransfer
antar daerah

Meningkatnya nilai AKIP Bapenda

10

Kinerja Taktikal (Immediate
Outcome)

Tersusunnya Dokumen pendataan,
pendaftaran dan penetapan
OP/SP/WP Pajak Daerah

Tersusunnya Dokumen Pembinaan,
Pemeriksaan dan Penagihan PAD

Tersusunnya Dokumen Analis
kebijakan pengelolaan dan
pengawasan obyek Retribusi, pajak
daerah dan Ttransfer antar daerah

Tersedianya Dokumen Laporan
Pelaksanaan Penyediaan Layanan
Perencanaan , pengganggaran dan
evaluasi kinerja perangkat daerah

Tersusunnya Dokumen Laporan
Pelaksanaan Penyediaan pelayanan
administrasi keuangan perangkat
daerah

Tersusunnya Dokumen Laporan
Pelaksanaan Administrasi Barang
Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Tersusunnya Dokumen Laporan
Pelaksanaan Administrasi
Kepegawaian Perangkat Daerah

Tersusunnya Dokumen Laporan
Pelaksanaan Administrasi Umum
Perangkat Daerah

Tersusunnya Dokumen Laporan
Pelaksanaan Jasa Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah




Tersusunnya Dokumen Laporan
Pelaksanaan Pemeliharaan dan
Penyusunan Dokumen BMD
Penunjang Urusan Pemerintahan
Dagrah

Operational objectives (output/ activity accomplishment)

Kinerja Operasional

tersedianya sarana dan prasarana
pengelolaan pajak daerah

tersedianya data objek pajak, subjek
pajak dan wajib pajak daerah

terlaksananya pengolahan, pemeliharaan
dan pelaporan basis data pajak daerah

terpenuhinya jumlah objek pajak yang
disesuaikan NJOPnya

tersedianya dokumen ketetapan pajak
daerah

Kinerja Operasional

tersedianya rencana pengelolaan pajak
daerah

tersedianya hasil Analisa Pajak Daesah serta
terlaksananya Pengembangan Pajak Daerah dan
kebijakan Pajak daerah

terlaksananya Penelitian dan Verifikasi Data
Pelaporan Pajak Daerah

Terlaksananya pembinaan dan
pengawasan pengeleolaan retribusi dearah

terlaksananya upaya mengubah transaksi
tunai menjadi non tunai
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Kinerja Operasional

terlaksananya penyuluhan dan
penyebarluasan kebijakan pajak daerah

tersedianya layanan dan konsultasi pajak
daerah

terlaksananya penagihan pajak daersh

terlaksananya penyelesaiaan keberatan
pajak daerah

terlaksananya pemeriksaan serta
pengendalian dan pengawasan pajak
daecrah

Kinerja Operasional

Tersusunnya dokumen perencanaan
perangkat daerah

Tersediannya Dokumen RKA SKPD dar Laaporan
Hasi! Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan
RKA-SKPD

Tersediannya DokumenPerubahan RKA SKPD dan
Laaporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen
RKA-SKPD

Tersediannya Dokumen DPA SKPD dan Laaporan
Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

Tersediannya Dokumen Perubahan DPA SKPD dan
Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen
Perubahan DPA-SKPD

Tersedianya laporan capaian kinerja dan iktisar
realisasi kineria SKPD dan Laporan hasil koordinasi
penyusunan laporan vapaian kinerja dan ikhtisar
realisasi capaian kinerja SKPD

terlaksananya evaluasi kinerja perangkat
daerah

tersedianya gaji dan tunjangna ASN

rersedianya administrasi pelaksanaan tugas ASN

terlaksananya penatausaan dan
pengujian/ verifikasi kenangan SKPD

terlaksananya koordinasi dan
pelaksanaan skuntansi SKPD

Tersedianya laporan keuangan akhir tahun SKPD
dan Laporan hasil koordinasi penyusunan laporan
kenangan akhir tahun SKPD

Tersedianya dokuman hahan tanggapan
pemeriksaan dan tindak lanjur pemerilisaan

tersedianya Lapotan Keuangan
Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan laporan
koordinasi penyusunan laporan Keuangan
Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD




Tersedianya dolumen pelsperan dan anulists
prosgnosis relisasal anggara

'_"I':ruc:'-,li.lm'u Rincums Kebonahan Barng Milik
Puerah SEFD

Terisksamya Rekonstias dan Penyusinan Laporan
Barang Miltk Daerah pada SETD

Terlaksummya Peliksanaan Pengelalaan
Retribuai Daerah

Teriaksananya pensdstunn dan pengelotaan
adminiscris; kepeanwkian

Terlaksanonys monitonng , Fyafuas don Penlaian
Kintirfa Pegawii

Tersediannys komponen ingcalast laink [
Fenerangan Banguinan Kantor

tersediannya peralatan dan perlenglapen
kantor
terlakspnanya I‘a_.—,'fli?;fsd kunjungan lamu

Terlaksananya Penyelenggarann Rapat
Koordinesi den Konsultasi SHPD

Terlalkksananyn penﬁt..numhmn S:ralp
dinamis pada SKEPD

Teérlakaananya penyedisan jgsa sural
menyurat
tersediany= jasa komunikasi sumberdaya
air den listnk

Tr:r:-n"ha.nﬁ:'.r'é Ea.ta peralatan dan
petlenglapan kantor

h:nc-::lianﬁ Jama F".'IH.-}";I'I.:IHI'I Umum Kantor

|

Tersedianya Jasa Pemielibaraar, Tiava Pemelibarman,
pajak dan Meeizinan Kendaraan Dinoes Operesiomal
_BE lapangam LN =
terlaksamanya Pemelibarsan Reluwbilives sarumwin

dan Prasarana gedung kantor ata bungunanm
(T T

b. Menuangkan Pohon Kinerja ke Komponen Perencanaan dan Kinerja Tiap
Jabatan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaien Sumbawa, dilakukan

dengan skema sebagai berikut.
Kinerja Komponen
Jabatan Perencanaan
Sasaran
Kepala PD e Strategis PD
1'—
Sekretaris dan Sasaran
Kepala Bidang ‘ Pragram PD
Sasaran
il - Kegiatan PD
Sasaran
Pelaksana ‘ Subkegiatan
PD
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Level Kinerja

Ultimate Outcome

4

2 )

Intermediate
Cutcome:

v

Immediate Qutcome

i |

h 4

t + 0

Operasional




BAB IV
PENUTUP

Undang-Undang Nomar 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan pedoman
atau rujukan utama dalam pelaksanaan otonorm daerah. Pelaksanaan fugas urusan
pamearintahan daerah Badan Pendapatan Daerah dapat dinyatakan baik dan tepat jika Badan
Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa telah mampu memberikan pelayanan yang
berkualitas, baik dar sisi cakupan maupun mute layanan untuk berkontribusi menciptakan
pemerinlahan daerah yang bersih, bertanggungjawab, mampu menjawab tuntutan perubahan
secara efektif sarta efisien sesuai dengan prinsip tata Kelola pemerintahan yang baik. Untuk
itu, Badan Fendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa menyusun dokumen penjenjangan
kinerja ini sebagal salah satu kewajiban sesual amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2021 tentang
Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah,

FPenjenjangan kinerja ini merupakan gambaran system dan hubungan kerja antar tiap unit kerja
pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa. Pilihan nomenkiatur tujuan, sasaran,
program serta kegiatan dan subkegiatan direncanakan untuk berkontribusi terhadap tujuan dan
gasaran pembangunan daerah sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Pembangunan
Jangka Menegah Daerah Kabupaten Sumbawa (RPJMD) Tahun 2021-2026, Penjenjangan
Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa ini selanjutnya menjadi pedoman
untuk penyusunan Perjanjian kinerja seluruh ASN di internal Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Sumbawa,

Sumbawa Besar, 4 Maret 2024
/?pda"ﬂadaq Pendapatan Dasrah Kabupaten
u-mla'awa 2
5% ;
ki

w nausnuﬂmm. 5.S0S, M.Si
tama

?t.-.
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